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FERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3% TAHUN 1999

TENTANG

PENYERTAAN MQDAL NEGARA REPUDLIK INDONESIA KE DALAM MODAL FT BANK
LIPPO  Tbk., FT. BANK  INTERNASIONAL [NDONESIA Tbk., 'T BANK BALI Tbk.,
T BANK UMUM KOQPERASI INDONESIA, T BANK UNIVERSAL Tbk,, FT BANK
FRIMA EXPRESS, FT BANK ARTA MEDIA, DAN FT BANK PATRIQOT
DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

Mcenimbang

Mcngingat

b,

PRUSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mengalasi kesulitan permedalan Bank Unmium
yang dapat mempengarubi sistem perbankan nasional yang schal,
dipandang perfu melakukan penyerlaan modat Negara Republik

indonesia ke dalam modal Bank Umuny,

}

bahwa penyertaan modal Ncgara Republik Indonesia ke dalam
moclal Bank Umum lersebut, perlu diletapkan dengan Teraturan

Femerintah;

asal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 19435;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 lentang FPerbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472) schagaimana felah diubali dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1398 (Lembaran Negara Tnhun 1908
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tenlang Ferseroan Terbalas
(Lembavran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor -3587)",

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 lenlang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Nonior 3617),

5. Peraturan ...
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Ul

Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tenfang Perusaiinan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731),

6. TPeraluran Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 fentang Program
Rekapilalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799),

MEMUTUSKAN ;

PLRATURAN PEMERINTAH TENTANG FENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PT BANK LIFFO Tbk., PT
BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., FT BANK BAL! Thk., T
BANK UMUM KOPERASI INDONESIA, FT BANK UNIVERSAL Tbk., FT
BANK PRIMA EXFRESS, FT BANK ARTA MEDIA, DAN FT BANK
PATRIOT DALAM RANGKA PROGRAM REKAFITALISAS] BANK UMUM.

BAD |
FENYERTAAN MQDAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam
modal PT Bank Lippo Tbk., PT Bank Internasional Indonesia Tbk., FT
Bank Bali Tbk., I'T Bank Umum Koperasi Indonesia, FT Bank Universal
Tbk., FT Bank Prima Express, FT Bank Arta Media, dan FT Bank Fairiot.

FPasal 2

(1) Penyerlaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
berasal dati kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari

penerbilan Sural Utang oleh Mentew Keuangan.

(Z) Nilai penyertaan modal Negara pada Bank Umum scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1), masing-masing adalah:

...
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a. T, Dank Lippo Tk, paling banyak  scbesar
Rp 7.730.000.000.000,00 (tujuh triliun tujult ratus liga puluh
miliav rupiah);

b. T Benk Internasional Incloncsia Tbk., paling banyak scbesar
Rp. 8.714.000.000.000,00 (declapan triliun tujult ratus empat
belas miliar rupiah), '

c. IT Bank Bali Thk., paling banyak  scbesar
Rp 2.345.000.000.000,00 (dua lviliun tiga ratus empat puluh
lhma miliar rupiahy);

d. I'T Bank Umwn Koperasi Indonesia, paling banyak scbesar
Rp 380.800.000.000,00 (liga raius delapan  puluh miliar
delapan ratus jula rupiah); '

c. I Bank  Universal  Thk, paling  banyak  scbesar
Rp 4.58G.000.000.000,00 (empnt triliun lima vatus delapan

putub enam miliav vupiah);

. FI' Bank  Prima Lxpress,  paling  banyak  sebesar
Rp 615.400.000.000,00 (cnam ratus lima belas miliar cmpal

ralus juta rupiah);

g Pl Bank  Arta Moedia, paling  banyak  schesar
Rp 120.000.000.000,00 (scratus liga pulul miliar cupiah);

h. FT Bank Palviol, paling banyak scbesar Rp 52.000.000.000,00

(hma puluh dua miliar ripiah),

BAB I
PELAKSANAAN PENYLERTAAN MODAL

Pasal 3
Pelaksanaan penyevtaan modal Negara schagaimana dimaksud dalam

Pasal T diatur ebit danjul olch  Menleri Keuangan dengan

memperhatikan  kelentuan  pealuran perundang-undangan  yang
berlaku,

BABIIT ...
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BAB 1l
KETENTUAN PENUTUF

Fasal 4

Terhadap penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, Menteri Keuangan:

a. menetapkan tala cara pelaksanaan penyertaan modal Negara dan
divestasinya lebily  lanjut, berikut menelapkan besavan nilai {final
penyertaan modal Negara pada Bank terscbud,

b. meclaksanakan dan atau menclapkan tata cara pelaksanaan hak-hak
Pemerintah yang timbul berdasarkan penyertaan modal Negara

lersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan bagi pelaksanaan Pevaturan

Pemerintaly ini diatur oleh Menters Keuangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerinials ini, Peraluran Pemerintal
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Fenycrlaan Modal Negara Republik
Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewn
Acch, Bank Pembangunan Dacrah Sumatera Uia[l‘ﬂ, Bank Pembangunan
Dacrah  Bengkulu, Bank Pembangunan  Dacrah  Lampung, Bank
Pembangunan Daerah Kalimanian Barai, Bank Pembangunan Dacrah
Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Ulara, Bank
Fembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank FPembangunan Dacrah
Nusa Tenggara Barat, Bank Fenibangunan Dacrah Nusa Tenggara Timur,
I'T Bank Lippo Tbk,, Dan I'T Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka

Program Rekapitalisasi Bank Uniun, dinyatakan tidak berlaky.

'asal 7
Pevaluran Pemerintah ini mulai berlakie pada tanggat diundangkan.

Agar ..
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Agmr sclinp orang  niengelahid,  memerisinhkan

pengunglng

Fernluean Pemcrinlah ini dengan penempatannya dalam  Lemluean

Negnra Repubilik Indonesin,

Ditelapkan i Jakara

padic langzal 2.0 Mei 1999
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